ABSTRAK

Sengketa merek seringkali terjadi meskipun dalam Undang-Undang Merek sudah
diatur sedemikian rupa. Namun, pada realitanya banyak permasalahan yang terjadi
salah satunya yaitu ada merek yang memiliki kesamaan dengan merek lainya.
Salah satu kasusnya yaitu Sengketa antara Merek PT. Pos Indonesia dan
Digantara Pos Indonesia yang diselesaikan melalui jalur litigasi pada Putusan
No.8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby. = Rumusan  masalah  dalam
penelitian ini adalah implementasi hukum sengketa kasus merek antara PT. Pos
Indonesia dengan PT. Dirgantara Pos Indonesia berdasarkan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta analisis
putusan hakim dalam pembatan merek Dirganta Pos Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif, yakni metode penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam
peraturan perundangan-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian ini
membawa kesimpulan kewenangan penuh dalam memutus kasus tersebut terdapat
pada pengadilan niaga dan implementasinya dengan pembatalan merek bisa
melindungi hak-hak merek yang sah dan mencegah praktik-praktik yang
merugikan dalam hal pendaftaran merek dengan niat yang tidak baik. Putusan
hakim pada putusan perkara Nomor 8/Pdt. SusHKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby
sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun,
petitum yang diajukan tidak seharusnya menjadi beban bagi Panitera/Sekretaris
yang harusnya tanggung jawab untuk menginformasikan putusan kepada DJKI
dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara.
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